LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il SUKORARIO

NOMOR 9 TAHUN 1991 SERI B N 7
O.

:__-—_,_‘—'__—7—

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11
 SUKOHARGJO
NOMOR 35 TAHUN 1990

TENTANG

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK, SURAT
KETERANGAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEMENTARA DAN
PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTAR-
AN PENDUDUK.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Suko-
harjo Nomor 3 Tahun 1978 tentang Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan
Perubahan Dalam Rangka Pendaftaran
Penduduk diundangkan dalam Lembaran
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Mengingat

(&7}

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat _
Sukoharjo Nomor 4 Tanggal 15 Apri] 1978
Seri B Nomor 2 yang dirubah ketigg kalj
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor
13 Tahun 1986 sudah tidak sesuaj lagj
dengan perkembangan dewasa ini sehingg,
perlu ditinjau kembali dan digantj
dengan Peraturan Daerah Baru;

bahwa sehubungan dengan itu Peraturyp
Daerah tersebut diatas perlu dicapyt
dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Kartu Kekuarga, Kartu Tanda Penduduk’
Surat Keterangan Pendaftaran Pendudyy
Sementara dan Perubahan Dalam Rangky
Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tepn-

tang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tep-

tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupa-
ten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah ;

. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957

tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ten-

tang Hukum Acara Pidana;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Hukum Acara Pidana;

. Keputusan Presideh Nomor 52 Tahun - 1977

tentang Pendaftaran Penduduk;

+ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8

Tahun 1977 tentang Pelaksanaan™ Pen-
daftaran'Peﬂduduk; : —
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Dengan persetujuan Dewan Pe

8.

O

10.

Keputusan Menter b
404 Tahun 1977 tent,
Kartu Tanda
Dalam Rangk

alam Negeri
ang Kartu Ke
Penduduk
a Pend

Nomor
. \eluarga,
dan Perubahan
aftaran Penduduk s

Keputusan Mentery Dalam Negeri Nomor 48
Tahun 1980 tentang Perubanan Pasal 7
ayat  (2) Lampiran Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 ten-
tang Pedoman Penyusunan Peraturan Dae-
rah Tingkat 11 tentang Kartuy Keluarga,,

Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan
Dalam Ran

gka Pelaksanaan Pendaftaran
Penduduk

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Sukoharjo Nomor 8§ Tahun 1986
tentang Pengusulan Pengangkatan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
sebagai Penyidik pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukohar jo;

rwakilan Rakyat Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Suk

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
II SUKOHARJO TENTANG KARTU
TANDA PENDUDUK, SURAT KETE

MEMUTUSKAN

ohar jo

DAERAH TINGKAT
KELUARGA,, KARTU
RANGAN PENDAFTAR

AN PENDUDUK SEMENTARA DAN PERUBAHAN DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK .

o
5
-

i
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BABR 1
KETENTUAN  UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan .

a-

pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah 2 bupa o
Daerah Tingkat I1 Sukoharjo;

Bupati Kepala DNaerah adalah Bupati Kepaia Daerar,
Tingkat II Sukoharjoj;

Dewan Perwakilan Rakyat Muerah adalah Dewan Perwakij.
an Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Sukohar.

jos
ilayah_ Kabupaten. -adalah. Inspektor

Inspektorat . Wilayah_ Kabupdien. -adal oy at

Wilayah Kabupaten Daérah Tingkat II Sukoharjo;

Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Setwilda Tingkat II
Sukohar jo; , i

. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Se-

kretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo;

. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indo-

nesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat ting-

gal didalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Suko
harjo; -

. Warga Negara Asing adalah orang asing yang telah me-

netap dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Suko

harjo sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku; |

- Penduduk sementara adalah orang asing yang berdiam

sementara dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukohar jo;

+ Perubahan adalah mutasi yang terjadi dalam suatu Wi-

layah karena perpindahan, kelahiran dan kematian;
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K

manda  Penduduk  yang selanjutnya die
artyd

singkat KTP
'hal'ﬂl kartu sebagai bukij

divi (legit Imasi ) dari

a ciap penduduk dalam wilayah Kabupaten Daer
_‘:t‘ L}

ah Ting-
1 Sukoharjo;

kat 1

qurat Ket.era.ngm? Pendaftaran Penduduk sementa ra vang
celanjutnya dls]ngk‘at SKPPS adalah Surat keterangan
;:engganti KTP bagl Warga Negara Asing yang belum
mempunyai Surat Keterangan Kependudukan (SKK) model
A atau Bj

Desa/kelurahan adalah suatu

unit pemerintahan
berada langsung dibawah Kec

yang
amatan;

n. Kepala Keluarga adalah -

. Kas Daerah adalah Kas

1. Orang laki-laki kawin atau tidak

: yang bertempat
tinggal dengan orang-oran

B Perempuan dan atay:
dengan anak-anak;

2. Orang perempuan dengan tidak memandang kedudukan
dalam hubtingan keluarga yang tinggal dengan anak_
anak dibawah umur atay dengan anak-anaknya sendiri
ayng sudah dewasa;

3_; crang yang hidﬁp bertempat tinggal Seorang diri:

4

. Kepala kesatria.n, asrama, rumah piatu dan lain-
lain perumahan dimana beberapa orang bertempat
tinggal bersama-sama ;

5. Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kKuasa
wakil orang yang terganggu ingatannya;

. Kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai
atau mengurus harta bendanya menurut keputusan
Pengadilan;

Pemerintah Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat IT Sukohar jo.

FAV 4
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BAB 11

BAN PENDUDUK DAN KELUARGA, KARTU KELUARGA
DAN KARTU TANDA PENDUDUK

KEWAJ I

pasal 2

keluarga/Penduduk dalam Wilayah Kq_
11 Sukoharjo wajib mendaftar
1a Desa/Kelurahan untuk me-
dan Kartu Tanda Penduduk

(1) Setiap Kepala
bupten Daerah Tingkat
kan diri kepada Kepa
miliki Kartu Keluarga

(2) Setiap penduduk sementara yang berdiam dalam Wila-
yah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo wajib
mendaftarkan diri kepada Bupatl Kepala Daerah Ting
kat II Sukoharjo untuk memiliki Surat Keterangan

Pendaftaran.

Pasal 3 ' q

(1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Kelurga.

(2) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data Kepala Ke-
lurga dan Anggota.

(3) Anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Ke-
luarga adalah mereka -yang secara kemasyarakatan

menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
(4) Bentuk dan warna Kartu Keluarga ditetapkan menurut
ketentuan sepertitersebut dalam lampiran yang me-

rupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Da -
erah ini.

Pasal 4

(1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh bem?)
wain

tahun atau yang pernah kawin/telah pernah ka
wajib memiliki KTP.
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getiap Pendfduk_ ‘%rga Negara Asing (WNA
(9 penetap selama. 15 (1jp, belas) tahyn
 gan telah memilikj Surat .
skk)mode A atau B diwa i
Sonduduk (KTP). S

a. Nama lengkap;

b. Jenis kelamin;

c. Kewargs Negaraan;

d. Tempat/tanggal lahir;
€. kawin/tidak Kawin;

f. peker jaan;

€. alamat;

. Agamai

golongan darah;
. phas photo.

(1) Setiap Warga Ne

N Penduduk
Sementara sebagai pengganti KTP.

(2) Bentuk dan warna Surat Keter

angan Pendaftaran Pendu-
duk Sementara (SKPPS) ditet

apkan menurut ketentuan
seperti tersebut dalam lampiran yang merupakan ba-—

glan tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3)

Dalam Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementa-
ra (SKPPS) ditentukan :
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a. nama;
b. jenis kelamin;

. dilahirkan;

P

kewarga negaraan;
Status perkawinan;
. pekerjaan;

. alamat;

5 | - 0

. datang dari mana;
. tujuan kedatangan;
. untuk berapa lama;
pengikut/anggota;
. phas photo;

H-

— P G

(4) Bagi anggota keluarga yang telah berusia 17 (tujuh
belas ) tahun/sudah pernah kawin diwajibkan

memiliki Surat Keterangan Pedaftaran Penduduk Se-
mentara (SKPPS) tersendiri.

Pasal 6

(1) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan

yang terjadi atas dirinya atau anggota keluarganya
kepada Kepala Desa/Kelurahan.

(2) Kewajiban dimaksud ayat (1) berlaku bagi anggota

keluarga apabila karena satu dan lain hal Kepala
Kelurga berhalangan.

(3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat '
belas) hari setiap perubahan yang terjadi atas Kepala

Keluarga dan anggota keluarganya dicatat dalam Kartu
Kelurga.

P
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v

y setiap penduduk yang herpindsh ter,

(&) elaporkan kepada Kepala
yang 1ama dan selambat-1ambg
pat belas) hari ke
baru.

pat tingga) w4,jib
Desa/Kelurahan a3 tempat
tnya dalam wakty 14 (em
pada Kepala Desa /Kelurahar yang

LK sampa.i
ar 1slan yang bentuk dan
warnanya ditetapkan menurut ketentuan tersehut dalam

lampiran yang merupakan bagian tak terpischkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1) Kartu Keluarga diisi

oleh Kepala Keluarga dan di-
ketahui kebenarannya oleh Kepala Desa/Kelurahan.

(2) Kartu Kéluarga dibuat rangkap (4) yang merupa-
kan data administrasi bagi Kecamatan, Kepala Desa/
Kelurahan, RT dan Kepala Keluarga.

(3) Sekurang-kurangnya dalam 2

(dua tahun, oleh Kepala
Desa / Kelurahan diadakan penelitian kembali atas
Kartu Keluarga.

Pasal 8

(1) KTP diberikan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan
Kartu Keluarga.

(2) KTP berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
tanggal KTP dikeluarkan dan berakhir sesuai dengan
tanggal lahir yang bersangkutan.

(3) KTP yang telah berakhir masa ber
oleh Penduduk yang bersangkutan
baru selambat-lambatnya 14 (empat
masa berlakunya habis.

lakunya dilaporkan
untuk diganti vang
belas) hari sejak

(4) KTP yang rusak atau hilang diganti dengan yang baru,

untuk yang hilang setelah ada tanda lapor hilang dari
“epolisian setempat.

272

il

Scanned with CamScanner



(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

.

Setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 (saty) KTp

Pasal 9
Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Semeﬂtara
(SKPPS) diberikan oleh Bupati Kepala Daersp g,

Warga Negara Asing yang belum memiliki SKK moge) A
atau B.

Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk sement,.
(SKPPS) berlaku dalam Jjangka waktu 2 (dua)tapy,,
sesuai dengan masa berlakunya KIM atau KIMS.

Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementary
(SKPPS) yang telah berakhir masa berlakunya dilapor-
kan oleh yang bersangkutan untuk diganti yang bary
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak masy
berlakunya habis.

Surat Keterangan = Pendaftaran Penduduk Sementars
(SKPPS) yang rusak atau hilang diganti dengan yang
baru, untuk yang hilang setelah ada tanda lapor hi -
lang dari Kepolisian setempat.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Untuk Kartu Keluarga (KK), dipungut biaya sebesar
Bp. 500,00 (lima ratus rupiah),

Untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP), dipungut biaya
sebesar Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah) untuk WNI
dn Rp. 1.500,00 (seri lima ratus rupiah) untuk WNA
termasuk hiaya pembuatan phas photo.

Untu{kn Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementa-
va \SKPPS) dipungut biaya sebesar Rp. 2.000,00 (dua
Tibu rupiah) tidak termasuk pembuatan phas photo.
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(4)

(1

(2)

(3)

(1)

(2)

piaya Dimaksud ayat

(1), ayat (2) dan
ini keseluruhanny

. ayat (3) Pasal
a disetor

ke Kag Daerah.

BAB 1v

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diserahkan kepada
Bagian Pemerintahan.

sebagaimana dimaksud dalam Per-
aturan Daerah ini ¢ j oleh Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sin 11i ]
tah Daerahn Kabupaten Daerah Tin

gkat 1II Sukohar jo
yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Per-
aturan Perundang—undang

ali yang berlakuy.
Dalam melaksanakan tugas penyidikan,
dik Pegawai Neperi Sipil sebagaiman
(1) Passl ini berwenang :

Pejabat Penyi -
a dimaksud ayat

2. Menerina laporan atauw pengaduan dari sSeseorang
teiitang adanya tindak pidanag
Tty
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Pelanggaran atau kel
Pasal 2 ayat (1), (2)
Pasal 4 ayat (1) dan (2
(4) Pasal 6 ayat (1) dapa
lamanya 1 (satu) bulan atay denda seban
10.000,00 (sepuluh riby rupiah).

. Melakukan tindakan pertama padq saat itu'dit&mpw.
kejadian serta melakukan pemeriksaan; B

. Menyuruh berhenti seorang tersangka dap; :
buatannya dan pemeriksaan tanda pengeng] (H;-
tersangka; ip;

. Melakukan penyitaan benda dan atau surat,
. Mengambil sidik jari dan memotret;

. Memanggil seseorang untuk didengar dan

. diperikg,
sebagai tersangka atau saksi;

. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan da]

. am hy.
bungan dengan pemeriksaan perkara;

. mehg]r:lentiké.n penyidikannya setelah ‘mendapat
tunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terg
cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan me
kan tindak pidana dan selanjutnya melalui
nyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepagz
penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

pe-

apat
I'upa-

1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

alaian ketentuan-ketentuan dalam
, Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3)
) Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan
t dihukum pidana kurungan selama
yak-banyaknya Rp.
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BAB VI
PENUTUP

Pasul 14

gal-hal Yang belum diatur dalam Peraturan Dacrab ini
akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Dacrah Ting-
kat 11 sepanjang mengenali pelaksanaannya.

Pasal 15

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat I Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1978
tanggal 19 Januari 1978 yang diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat [1 Sukoharjo Nomor : 45
tanggal 15 april 1978, Seri B Nomor 2 bheserta semua
~ perubahannya dinyatakan tidak bherlaku.

Pasal 16

ieraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang-
an.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah
kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan-
nya dalam Lembaran Daecrah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukohar jo.

Sukoharjo, 29 Desember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATT KEPALA DAERAH TINCKAT IT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 0
SUKOHARJO
VETIIA
ttd ttd
DJOKO WALUJO, BA - Drs. SETYAWAN SADONO
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DISAHKAN

Da@ﬁnkbpmu&nl&iﬁnmr
Kepala Daerah Tingkat 1
Jawa Tengah

Tanggal 9 Maret 1997 No. 188.3/80/1991

An.  SEKRETARTS WILAYAH DAFRAH TINGKAT 1
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd

SARDJITO, Sy
NIP. 500 034 373

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 9 Tanggal 30 Maret 1991 Seri B No. 7

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
ttd

Dr's-. SO@EJIPTO
NIP. 500031518
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